






I. PENGANTAR PEMOHON

Amanat Kedaulatan Rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk 

melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, 

serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Yang 

paling menantang adalah ketika daulat rakyat tersebut dihadapkan 

dengan kekuatan kekuasaan. Dengan berbagai modus kecurangan dan 

pelanggaran yang dilakukan, kekuatan kekuasaan dan uang memang 

dapat membeli dan mengganggu berlangsungnya proses pemilu, dan 

akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata

mata bersandarkan pada praktik - praktik pemilu yang curang (electoral 

fraud) 

Bahwa kekuatan kekuasaan tak dinafikan mampu mempengaruhi 

proses pemilihan dan juga dapat mengendalikan penyelenggara 

pemilihan khususnya dalam hal ini KPU Kabupaten Wakatobi dan 

Bawaslu Kabupaten Wakatobi. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 

adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga 

konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan 

JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu 

daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang 
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demokratis tersebut, namun Kabupaten Wakatobi mempunyai urgensi 

lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, 

maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya 

pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. 

Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan 

kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan. 

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan semata-mata 

tentang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi lebih 

penting daripada itu, Pemohon memintakan kepada Mahkamah untuk 

memberikan perlindungan konstitusional, agar Pilkada Kabupaten 

Wakatobi betul-betul dapat diselamatkan dari praktik-praktik 

kecurangan, yang bertentangan semangat dasar UUD 1945. Pemohon 

tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL 

di Kabupaten Wakatobi terabaikan, dengan menolak kekuasaan dan 

daulat pemerintahan yang sedang berkuasa yang berlaku secara 

sewenang-wenang, serta mengembalikan daulat rakyat. 

Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari 

pencoblosan dan setelahnya, berbagai peristiwa dan pelanggaran serta 

kecurangan telah dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif. 

Hal ini dapat terlihat dari keterlibatkan Aparat pemerintahan/ASN untuk 

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana Bupati 
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Wakatobi, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati 

Petahana dengan mengintimidasi dan mempengaruhi ASN Kabupaten 

Wakatobi agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 

Urut 2 selaku Bupati Petahana, memanfaatkan program dari anggaran 

untuk melakukan kampanye terselubung, melalui berbagai program 

kehumasan, melakukan mutasi ASN dalam rentang waktu yang 

dilarang, membentuk forum-forum guna membantu sosialisasi, 

kampanye dan pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon 

Nomor Urut 2 selaku petahana Bupati Kabupaten Wakatobi. Serta 

memanfaatkan kegiatan-kegiatan lainnya seakan-akan dalam 

kedudukan selaku Bupati (padahal sedang masa cuti). 

Oleh karena itu atas peristiwa kecurang-kecurangan tersebut telah 

disampaikan laporan dan atau pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten 

Wakatobi, akan tetapi kembali kekuasaan dapat mempengaruhi proses 

laporan dan pengaduan tersebut, maka sebagai pintu terakhir guna 

menegakan keadilan untuk suatu proses Pilkada yang curang, 

Pemohon menyandar kepada Mahkamah selaku Lembaga Negara 

yang diberi wewenang penuh oleh UUD 1945; 

Atas peristiwa kecurangan yang terjadi maka sangat patut dan telah 

tepat secara konstitusional Pemohon memohon kapada Mahkamah 

dapat untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor 
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dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya 

peradilan khusus". 

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Tahun 2024, dan

Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Wakatobi tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi

berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024

Ill. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

1 . Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota ("PMK 3/2024") mengatur: Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024: 

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan

calon.

- 8 -





























Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 100.1.4.2/5018 Hal 

Cuti Di Luar Tanggungan Negara. (Bukti P-13); 

11. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Saudara H. Haliana, SE,

selaku Bupati Kabupaten Wakatobi, melakukan Penyiraman Air

Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali

Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi. (Bukti.P14)/

https://sultra. tribunnews.com/2024/10/31 /resmi-beroperasi

kembali-bandara-matahora-layani-penerbangan-wakatobi

makassar-bali-jakarta) dan Rekaman Video saat H.Haliana, SE

melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian

beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten

Wakatobi, yang diduga keras memanfaatkan jabatan selaku

Bupati Wakatobi aktif. (Bukti P-15 );

12. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati

Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Bupati

Nomor Urut 2, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang

sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara

Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut bertindak selaku

Bupati Kabupaten Wakatobi, sementara pada saat yang

bersamaan Saudara H. Haliana, SE, juga adalah Calon Bupati

Kabupaten Wakatobi yang sedang mengambil masa cuti

karena berkampanye untuk mengikuti Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
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penetapan pasangan ca/on sampai dengan penetapan 

pasangan ca/on terpilih"; 

18. Bahwa pelanggran saudara H. Haliana, SE sebagai Pasangan

Calon Bupati Nomor Urut 2, dalam peresmian beroperasinya

Kembali bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut telah

dilaporkan oleh saudara La Ode Herlianto, SH., MH pada

tanggal 12 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi

dengan laporan nomor: 17 /PL/PB/Kab//28.1 0/X/2024 (Bukti P-

16), dan dilaporkan pula oleh saudara La Ode Arman. M, SH.

pada tanggal 6 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten

Wakatobi dengan laporan nomor

18/PL/PB/Kab//28.1 0/Xl/2024, jug a dilaporkan oleh saudara

Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu

Kabupaten Wakatobi, dengan laporan nomor

26/PL/PB/Kab//28.10/XI 1/2024 (Bukti P-17), akan tetapi

Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti

laporan tersebut;

19. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati

Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Nomor

Ururt 2, telah memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur

Sipil Negara (ASN) lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi dalam

sebuah acara yang mengumpulkan ASN Kabupaten Wakatobi

(Bukti P-18) rekaman suara H.Haliana SE);

- 26 -

























1. Bahwa pada tanggal 11 September 2024, Saudara H .  Haliana ,

SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah

terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada

Pilkada Tahun 2024, telah mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 615.A Tahun 2024 tentang pemindahan dan

Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama SUMARTI, S.Pd.l

NIP. 196712311986102013, Pangkat Gol Penata Tk  I. lv/b yang

pada awalnya bertugas sebagai guru Ahli Madya di SMPN 3

Binongko Kecamatan Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli

Madya di SON Kulati Kecamatan Tomia Timur (Bukti P-34):

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saudara H. Haliana ,

SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah

terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada

Pilkada Tahun 2024, telah mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 623 Tahun 2024 tentang pemindahan dan Penempatan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup

Kabupaten Wakatobi atas nama KIARNI , A .Ma NIP.

198503092009042001, Pangkat Gol Penata Muda Tk  I .  11I/b

yang pada awalnya bertugas di TK. Negeri Pembina 2
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salah satu pasangan ca/on sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye. 

Oleh karena itu terbukti Tindakan-tindakan Aparatur Sipil 

Negara Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut di atas, 

jelas menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Galon 

Nomor Urut 2, sehingga perbuatan Pasangan Galon Nomor 

Urut 2 yang telah memberikan pengarahan dan menggerakan 

Para Aparatur Sipil Negara Kabupaten Wakatobi untuk 

mendukung Pasangan Galon Nomor Urut 2 atas nama H. 

Haliana, SE - Ora. Hj. Safia Wualo adalah Pelanggaran 

Terstruktur, Sistematis dan Masif ; 

18. Bahwa pada prinsipnya Pilkada harus sesuai dengan "asas

luber dan jurdil", pelaksanaan Pemilukada jug a tidak boleh ada

tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat

mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara

mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus

terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam

mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45

yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
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rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan 

hak asasi", dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan 

tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"; 

19. Bahwa selain daripada itu di dalam asas keadilan berlaku

sebuah asas universal yang disebut Asas Nullus commodum

capere (potest) de sua injuria propria yang bermakna "tidak

seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun

boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan oleh orang lain".

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di

atas, hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon

dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh

kecurangan dan bertentangan dengan asas LUBER dan

JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh

Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 02 atas nama

Saudara H. Haliana, SE dan Ora Hj Safia Wualo yang telah

ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan sebuah

cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine
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(Termohon) Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 

2024 tanggal 4 Oesember 2024. sepanjang menyangkut 

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Wakatobi Tahun 2024 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. 

Haliana, SE - Ora. Hj. Safia Wualo. Oibatalkan. 

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka patut

dan berdasarkan hukum serta secara konstitusional, Pemohon

meminta kepada Mahkamah Konstritusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 847

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Oesember

2024. sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 atas

Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Ora. Hj. Safia

Wualo;

3. Memberikan sanksi diskualifikasi pencalonan kepada Pasangan

Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Ora. Hj. Safia Wualo;
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